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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to identify the potential for fraud in village management. This 

study uses an approach approach and the type of data used is primary data obtained directly by using 

interview techniques to the Technical Officer of Village Financial Management (PTPKD) Rukti Sedyo 

Village, North Raman District, East Lampung Regency. The results of the study indicate that in the 

financial management of Rukti Sedyo Village there are potential vulnerabilities, including: an act of 

doing something, disciplinary behavior, feeling that it does not harm others and considers mistakes as 

a natural thing. Lack of training and supervision of the village fund management process can lead to 

a deviation that can be detrimental, training is carried out to improve the ability of village officials in 

managing village funds, this is very necessary to create a good management of village funds and in 

accordance with the rules that have been set. 

Keywords: Village Fund Management, Fraud Potential, Village Apparatus, Control. 

 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi kecurangan dalam pengelolaan 

keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis data yang digunakan 

adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara kepada 

Petugas Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara, 

Kabupaten Lampung Timur.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada manajemen keuangan Desa 

Rukti Sedyo terdapat potensi kecurangan antara lain: keharusan melakukan sesuatu, perilaku 

indisipliner, merasa tidak merugikan orang lain dan menganggap kesalahan sebagai hal yang wajar. 

Kuranganya pelatihan dan pengawasan terhadap proses pengelolaan dana desa dapat menyebabkan 

terjadinya sebuah penyimpangan yang dapat merugikan, pelatihan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa, hal tersebut sangat diperlukan 

untuk terciptanya pengelolaan dana desa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah 

ditetapkan.  

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Potensi Kecurangan, Perangkat Desa, Kontrol.
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PENDAHULUAN 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran penting dalam 

kesuksesan pembangunan daerah. APBDes merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban, 

kemampuan, dan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa. Pada 

realisasinya masyarakat sering mengeluhkan proses alokasi anggaran yang tidak selaras dengan skala 

prioritas kebutuhan dan hanya sedikit mempresentasikan segi efektivitas, efisiensi dan ekonomi 

(Maediasmo dalam Hehanussa 2015). 

Indonesia Coruption Watch (ICW, 2019) telah mengawasi tindakan korupsi yang terjadi di 

desa. Hasil pemantauan ICW, padatahun 2015 – 2019 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin 

meningkat. Kasus korupsi mencapai 27 kasus pada tahun 2015 dan melonjak menjadi 53 kasus pada 

tahun 2016. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019 dengan jumlah kasus 191 kasus. 

Sehingga seluruh kasus korupsi yang teridentifikasi berjumlah 271 kasus. Dari 271 kasus korupsi 

tersebut, tidak semuanya adalah kasus korupsi yang melibatkan APBDes. Jumlah kasus korupsi objek 

APBDes berjumlah 141 kasus, sementara berturut-turut 30 kasus dengan objek anggaran desa. 

Pemungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa merupakan kasus dengan dengan objeks selain 

APBDes. Yang dikorupsi terdiri dari korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan 

lain-lain. Bermacam-macam modus dilakukan oleh pelaku korupsi di pemerintahan desa, sebagian 

besar merupakan praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, 29 kasus penggelapan, 25 

kasus laporan fiktif, 20 kasus kegiatan atau proyek fiktif, dan seabanyak 16 kasus kasus 

pembengkakan anggaran.  

Fenomena penyalahgunaan dana desa menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat dan 

pemerintah secara umum, karena jika di analisis lebih mendalam sebenarnya pemerintah telah 

menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait dana desa dengan harapan proses pelaksanaan 

pengelolaan dana desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak menimbulakn kecurigaan dan bahkan 

menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaanya. Tata kelola dana desa yang efisien dan 

efektif dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat tercipta. 

Proses dan tata cara penyusunan APBDes yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keungan Desa memberikan penjelasan seputar 

tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di setiap aparat desa. Selain itu, 

status desa sebagai pemerintah masyarakat dan sarana untuk memajukan serta memberdayakan 

masyarakat desa di perkuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. (Sanjiwani 

2015) mengungkapkan bahwa otonomi daerah mampu menyumbangkan keuntungan dengan 

meluruskan alokasi sumber daya cipta lewat perpindahan menuju ketingkat pengambilan keputusan 

yang lebih rendah. 

Penelitian berkaitan dengan teori kecurangan yang dilakukan oleh (Suparjadi dalam putri dan 

Wahyono 2018) menyatakan bahwa penipuan kepercayaan (confidence), tipu daya (trickery), dan 

strategi penyembunyian (concealment strategy) merupakan komponen dari kecurangan. Kecakapan 

aparutur dan sistem pengendalian internal sangat mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan 

dana desa (Atmadja & saputra 2017). (Rahman Suwandi & Hamid 2016) serta (Yulianah 2015) 

melakukan penelitian terkait potensi penyalahgunaan dana desa .sedangkan hasil dari penelitian lain 

menunjukan pengelolaan dana desa di Indonesia memiliki potensi kecurangan yang cukup 

mengkhawatirkan di setiap prosesnya (Walukow, Kalangi, & Piantik, 2017) serta (Saputro, 

Wahyuningsih & Sunrowiyati, 2017). Penerapan pengelolaan dana desa di Indonesia merupakan 

program baru pemerintah sebagai perwujudan otonomi daerah.  

 

KAJIAN LITERATUR 

 
Fraud Triangel 

lbrect, Alberct dan Zimbelman (2011) mendifinisikan fraud  sebagai segala cara yang 

dirancang oleh kecerdikan manusia untuk merugikan orang lain dengan penyajiian yang tidak sesuai. 

Belum ada pedoman yang bersifat universal dalam mendefinisikan fraud karean fraud merupakan 

kejutan, penipuan, kelicikan dan berbagai macam cara untuk mencurangi pihak lain. Kecurangan 

adalah pembohongan yang menyebabkan keuntungan bagi pelaku tanpa disadari oleh korban yang 

dirugikan dan dilakukan dengan sengaja. 



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No.1, April 2021                                           e-ISSN: 2722-0273 

      p-ISSN: 2722-0281 

       p-ISSN: 2722-02 

123| Jurnal Akuntansi AKTIVA 

 

Tiga elemen kecurangan yang diringkas oleh Cressey dalam Ratmono, Diany & Purwanto 

(2017) biasanya disajikan dalam diagram. Elemen atas diagram mewakili tekanan atau motif untuk 

melakukan tindakan kecurangan sementara dua elemen di bagian bawah adalah kesempatan dan 

rasionalisasi (Wells, 2011). Selama bertahun-tahun, hipotesis kecurangan yang dipicu oleh Cressey 

telah dikenal sebagai teori segitiga kecurangan. 

 

Segitiga Kecurangan (Triangle Fraud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : core accounting Indonesia 

 

Tekanan atau insentif yang dirasakan terkait dengan motivasi yang mengarah pada tindakan 

non-etis. Bermacam –macam jenis tekanan yang dapat mendorong tindakan menyimpang dihadapi 

oleh seluruh pelaku. Penelitian Lister (2007) mengungkapkan faktor yang paling relevan dalam 

melakukan penyelewengan adalah tekanan. Unsur penting terjadinya kecurangan yang kedua adalah 

kesempatan.  

Kesempatan terjadi karena tidak efektifnya sistem pengendalian yang menyebabkan tindak 

kecurangan oleh seseorang. Suatu individu akan menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. 

Rasionalisasi merupakan unsur ketiga dalam segitiga kecurangan. Pelaku harus memperkuat 

bahwa tidakan non-etis yang dilakukannya merupakan hal benar yang dapat diterima secara umum. 

Rasionalisasi mengarah ke argumen  bahwa tidakan non-etis yang dilakukan bukanlah aksi kejahatan. 

Tidak semudah untuk mendeteksi rasionalisasi, karena apa yang ada dalam pikiran pelaku mustahil 

untuk dibaca. Pelaku kecurangan memiliki pola berpikir masing-masing yang membuta tindakan 

merekan benar dan dapat dimaafkan (Hooper & Porneli, 2014). 

 

Kerangka Pemikiran 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa, dana desa merupakan dana yang 

dilokasikan dalam APBN, diperuntukan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 

Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, 

memajukan kenjengan pembangunan antar desa.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa telah banyak mengalami 

tindak penyalahgunaan, hal tersebut dapat menjerumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. dana 

desa dikelola berdasarkan asas-asas tansparan, akuntabel pertisipatif, serta dilakukan dengan tata 

tertib dan disiplin. Pengelolaan keungan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai 

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala 

Desa dan perangkat Desa lainya. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kerangka Pemikiran 

Sumber : Data yang diolah 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengekplorasi fenomena atau gejala 

sosial yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode observasi dan 

wawancara mendalam (indepth interview), untuk memberi gambaran potensi kecuranngan dalam 

pengelolaan dana desa. Narasumber penelitian ini adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Desa 

atau aparat desa desa yang bertanggung jawab pada pengelolaan dana desa di Desa Rukti Sedyo yang 

berjumlah enam orang sesuai dengan surat keputusan tahun 2018. PTPKD terdiri dari satu Kepala 

Desa atau Kepala Urusan, Sekretaris Desa, satu Bendahara, Kepala Seksi (KASI) yaitu KASI 

pemerintahan, KASI kesejahteraan dan KASI pelayanan dan administrasi. 

Pertanyaan berupa pertanyaan terbuka terkait pengelolaan dana desa dan aspek kecurangan 

yang terjadi di desa, pertanyaan yang diajukan berupa bagaimana prosedur pengelolaan dana desa 

serta hal-hal apa saja yang dilaporkan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam aspek 

kecurangan, pertanyaan yang diajukan mengenai indikator-indikator dari konsep segita kecurangan 

meliputi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang mendorong terjadinya tindakan kecurangan serta 

penyelewengan pengelolaan dana desa. 

 

Instrumen Penelitian Indikator 

Pengelolaan Dana Desa a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Penatausahaan 

d. Pelaporan 

e. Pertanngungjawaban 

Kecurangan (Fraud) a. Tekanan  

b. Kesempatan  

c. Rasionalisasi 

Sumber : Data yang diolah 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 

PERMENDAGRI 

Nomor 20 Tahun 2018 

Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 

Desa 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Kecurangan 

(Fraud) 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, 

Kabupaten Lampung Timur, terdapat potensi kecurangan dalam proses pengelolaan dana desa. 

Potensi kecurangan tersebut dapat timbul karena faktor tekanan yang dirasakan, kesempatan dan 

rasionalisasi. Ketiga faktor kecurangan tersebut berkaitan dengan keharusan PTPKD untuk melakukan 

sesuatu, melakukan tindakan indisipliner, merasa tidak ada pihak yang dirugikan atas kelalaian 

tanggungjawab dan membenarkan kesalahan yang sering terjadi. Sementara itu aparatur desa Rukti 

Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur mempunyai pencegahan tindak 

kecurangan berupa sanksi tindak pidana secara hukum. 

Desa Rukti Sedyo memiliki pengendalian internal yang cenderung masih kurang untuk 

mencegah upaya penyimpangan atau penyelewengan oleh PTPKD. Selain itu, koordinator PTPKD 

belum melakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kasi dan 

Kaur dibawahnya secara menyeluruh. Pengendalian internal yang lemah dan pemeriksaan yang 

kurang untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan dapat timbul peluang yang luas bagi 

aparatur desa untuk melancarkan aksi kecurangan. Dengan adanya struktur pengendalian internal 

yang kuat, aktivitas pengendalian internal yang optimal dan peran internal audit yang efektif akan 

mencegah kecurangan. 

Tindakan indisipliner adalah salah satu potensi kecurangan yang terdapat dalam proses 

pelaksanaan pengelolaan dana desa. Indisipliner yang dimaksud adalah aparatur desa melakukan 

penyimpangan aturan dari Surat Edaran Bupati (SEB). Aturan tersebut ada namun tidak dijalankan 

sepenuhnya oleh aparatur desa karena absensi kantor desa Rukti Sedyo masih menggunakan absensi 

manual. Potensi kecurangan tersebut muncul dari kuranganya upaya pengendalian yang diterapkan 

oleh aparatur desa Rukti Sedyo. Hal tersebut selaras dengan penelitian Albrecht et al. (2012). 

Timbulnya kesempatan disebabkan karena pengendalian untuk mencegah upaya penyimpangan 

kurang. Upaya yang tepat yang dilakukan adalah menggunakan sistem absensi finger print. Penelitian 

Lahinta (2018) membuktikan bahwa sistem absensi finger print dapat meningkatkan tingkat 

kedisiplinan pegawai secara signifikan dari 7,5% menjadi 88,2%. Selain itu diperulkan pembinaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mematuhi SOP Kepegawaian (Artinah, 2018). 

Hasil dari wawancara yang dilakukan di desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, 

Kabupaten Lampung Timur menunjukan bahwa terdapat potensi kecurangan dimana kesalahan 

dianggap wajar dan sering terjadi dilingkup internal aparatur desa. Potensi kecurangan tersebut timbul 

karena sifat rasionalisasi pelaku yang menganggap wajar tehadap terhadap kecurangan yang mereka 

lakukan. Kecurangan yang dilakukan dilingkup internal yang pengawasannya kurang memiliki 

kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali. Kesalahan yang sering terjadi 

dan dianggap wajar adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang kurang akan pengawasan 

kepala desa, dan pertanggungjawaban penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Hal ini tidak 

dibenarkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. 

Pengendalian untuk mencegah kecurangan ini adalah dengan meningkatkan nilai moral dan etika dari 

seluruh aparatur desa agar lebih berintegritas. 

Potensi kecurangan selanjutnya adalah kelalaian yang secara tidak sadar dilakukan oleh 

apartur desa akan merugikan pihak lain. Kecurangan cendeung terjadi karena sikap pelaku yang 

melakukan kesalahan sembari merugikan pihak lain atau organisasi. Pada tahapan pengelolaan dana 

desa Kaur Keuangan, beliau lali dalam pembayaran pajak karena kurang pahamnya mengenai 

pembayaran pajak sehingga aparatur desa harus menutupi kekurangan pembayaran tersebut 

menggunakan dana dari kelompok masyarakat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan 

Menetri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pegelolaan dana desa, seluruh pungutan pajak 

wajib disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Kaur 

Keuangan. koordinator PTPKD seharusnya memberikan pengendalian internal berupa pembinaan 

secara intensif terhadap aparatur pengelolaan dana desa dan menyiapkan dana penambahan agar tidak 

merugikan pihak lain.  

Selain itu, potensi kecurangan yang terdapat di desa Rukti Sedyo adalah tekanan yang 

dirasakan dari keharusan melakukan sesuatu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukan 

bahwa aparatur desa diharuskan untuk menyusun laporan sesuai dengan prosedur. Prosedur yang 
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dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa 

aparatur desa diharuskan untuk memenuhi prosedur tersebut seperti menyusun laporan 

pertanggungjawaban sesuai tenggat waktu, sehingga menyebabkan timbulnya kecurangan seperti 

menggunakan dokumen pendukung yang palsu untuk segera menyelsaikan laporan sesuai pada waktu 

yang sudah dientukan. Dampak dari LPJ yang tidak tepat waktu adalah terhambatanya proses 

penyusunan APBDes tahun berikutnya. Pengendalian yang baik untuk mencegah potensi kecurangan 

tersebut adalah pemberian sanksi atau hukuman atas pemalsuan dokumen, penundaan gaji dan sanksi 

lainya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencegah tekanan yang 

menimbulkan kecurangan. 

Penelitian wijayanti (2018) menunjukan keharusan pihak aparatur desa untuk melakukan 

pembinaan dalam peningkatan moralitas diri dan mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini sesuai 

dengan upaya aparatur desa untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dalan pengelolaan dana 

desa, aparatur desa Rukti Sedyo bertindak tegas terhadap perilaku menyimpang dengan pemberian 

sanksi berupa hukum tindak pidana yang berlaku, namun tidak semua aparatur desa setuju dengan 

aturan tersebut, hal itu juga yang perlu ditingkatkan kesadarannya agar tidak terjadi adanya 

kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Meskipun absensi masih manual dan aturan SEB tidak 

dilaksanakan scara baik, pimpinan desa Rukti Sedyo percaya bahwa tidak ada niat aparatur PTPKD 

untuk melakukan tindakan kecurangan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang telah dilakukan mengenai proses pengelolaan dana desa ini menyimpulkan 

bahwa pada desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur 

memiliki prosesdur penglolaan dana desa yang sudah sesuai dengan pertaturan yang sudah 

ditetapkan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban sudah berjalan dengan semestinya.  

2. Penelitian yang telah dilakukan mengenai potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa 

ini menyimpulkan bahwa pada desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten 

Lampung Timur terdapat potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Indikator-

indikatornya adalah: pelaku kecurangan menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan 

dan sering mengulangi kesalahan tersebut; merasa tidak ada pihak yang dirugikan; keharusan 

untuk melakukan sesuatu; dan tindakan indisipliner. Selain itu pengendalian yang baik 

diperlukan guna mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. 
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